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PERATURAN DAERAH
' KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 09 TAHUN 1981
TEITANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA -
PEMERINTAH DBSA DAN PERANGKAT DESA.,
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA : ‘
' BUPATI KEPALA DAKRAH TINGKAT II -KEBUMEN

-——

Menimbang

oo

bahwa  untuk kelancaran ponyolcnggaraan'pemérintah secara berdaya-
guna dan berhasil gune sosuai dengan perkembangan pembangunan, ma
ka dalam rangka pelaksanaan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang No.5 =
Tahun 1979 tontang Pemerintahan Desa'dipandang'perlu'untqk mene =
tapkan Peraturan Daerah tentang bSusunan Organisasi dan Tatakerja-
Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tonteng Pokok= Pokok Pemecrintehan
' di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No.38, Tambahan Lembaran
| Negara No.3037) §

2, Undang-Undang Noe«13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-~Daec—
rah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo.Perutur
an Pemerintgh No.32 Tahun 1950 ;

3¢ Undang~Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lem -
baran Negara Tahun 1979 No+56, Lambahan Lembaran Negara Noe =
3153) 3

4, Koputusan Presidon No.28 Tahun 1980 tontang Penyompurnaah dan-
Peningkatan fungsi Lombaga Sosial Desa (LSD) menjadi Lembaga -
Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ;

5. Peraturan Monteri Dalam Neogori Noa.1 Tahun'1981 tontang Susunan
Organisasi dan Tatakorija Pemérintahan Desa dar Porangkat Desa.

Dengan persetuauan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II-
Kebumen, .

MEMUT U S KAN:

Meneta&kan : PLRATURAN DAERAH KABUPATLN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG SU -
v SUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PhMLRINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB ~1I
KETENTUAN UMUM
> Paszl 1.

Daltam Peraturan Daeraeh ini.ygng dimaksud dengan :

as Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdi-
ri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya.

be Pemerintah Daerash adalah Kepala Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daorah-
Kabupaten Dagrah Tlngkat II Kebumen.

Ce. Bupati Kepala Daerah adalsh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen.

d,, Desa adalah sustu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai ke
satuan masyarakat termasuk didalamnya kosatuan masyarakat hukum yang mem =
punyai organisasi pémerintah terendah langsung dibawah Camat dan borhak me

menyelenggargkan rumah tangganya Sbndlrl dalam ikatan Nogara kesatuan Repu
"blik Indonesia,

¢2e Pemerintah Desa adalagh pelaksana k~g1atan dalam rangka ponyelenggaraan pe=
merintah yang terrendah langsung dibawah camat.

f. Perangkat Desa adalah pembantu Pemcrintah Desa dalam pelaksanaan tugasnyae.

ge Dusun adalah sessesesccscece
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ge Dusun adalah bagian w1lay1h dﬁlon Dosa yann “erupakun llnrkungon kerja -
polaksunaan Ponerintah Desaw

B A B« II-
SUSUVAN ORGANISASI PDMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA
Ba:lan Pertana
Orzanisasi Pencrlntah Dosa dan Peranpk t DOS“
asal 20

§oo o
(1)'Susunan Orvanlsa81 Ponerintah DOSP tordlrl dari :
a. Kepala Desa ;. - ‘
be -Lenbaza Musyawarah Dosa ;
c.iPerangkat Desae

. (2) Susunan Organisasl Leubaga lsus yawareh Dosa sobaﬁaimanu alnoksud dalan=
ayat (1) huruf b terdmr1 dori :
ae Ko t-ua i

" be Sckretaris ;
Ces Anspotae

(BX«Jumlah'Anggota Lembage Musyawarah Desa scbagaimana dineksud delan ayat-
- (2) huruf ¢ adalah sedikit=-dikitnys 9 (scmbilan) orang dan scbanyak-ba-
nyaknya 15 (llmabelas) oranz tidak termasuk Kotua dan Sekrotaris,.

(4) Perangknt Desc sebasaimana dinaksud dalan ayat (1) huruf ¢ terdiri da-
T - SN : -
Qe SekretariatDOsa H
be Kepala-Kepala Dusun ;

V(S) Sckretariat Desa scbubnlnana dluakaud dﬂlan ayat (4) huruf a terdiri da
ri : ‘
ae Sckretaris Desa ;3
be Kepala=Kepala Urugan.

(G)IJumlah Kepale Urusan schagainana dirizksud dalan ayat (5) huruf b terdi=- .

ri dari scdikit-dik2®tnya 3 (tiza), yaitu Kepala Urusan Poucrintahan, Ke
pala Urusan Pembangunon dan Xepala Urusan Unun dan scbanyak-benyaknya 5
(lina), yaitu Kepnla Urusan Penorintahan, Kepala Urusen Penbanzunan, Ke
pala Urusan Kescjahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan den Kepala U =
rusan Unun.

(M Apybll% kemanpuun Desa mcnunbklnhan, Kcnala-Kopala Uruscn sebagainana -
dimeksud ayat (6) depat dibantu scorans Pembantu Kepala Urusan.

(8) Bagan Susunan Orpanisasi Pencrintah Desa dan Perangkat Desa scbagainana
dimaksud dalam ayat (1), (2), (4) dan (5) adalah scbagai torcantun da =
lan lampiran Peraturan Dacrah ini.

bazian Kedus

Kedudukan, Tuzas dan Fungsi
Pomcrintah Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3,

R
[ . |'

(1) chala Desa berkodudukan schasal alat Pomcrlntah, alat Doricrintah Dae -
rah dan .plat Pemerintah Desa yang neninmpin penyolen:~araun.Penerintahan
Desas ‘

" (2) Kepala Des ' mempunyad tuzas ¢
as nenjalankan urusan. rurnh. tangsganya sendiri ; - ;
be menjalankan urusan peoi orlntahan, ‘pembangunan baik Qurl Ponorintah oa.
upun Penerintah Dacreh dan kemasyarakatan dalom ranske penyelenggara.
. an Pemerintahen Desa terLﬂsuk penbinsan ketentrapan dan kotertiban -
"~ diwilayah Dosanya; o
c. menumbuhkan serta nengenbang skan scnangat uotongiroyong masyarakat'ag'
.. bagai sendi utama pelnonksanaan pencrintahan dan ‘ponbangunan desas

- (3) Untuk nolaksanakal eeeese
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(3) Untuk melaksanakan tuges scbagaimana dinaksud dalam ayat (2) Kepala Desa
neopunyail fungsi
as nNelaksanakan kegiatan dalen rangska ponyolcngnaraan urusan rumah tang-
ga desanya sendiri -

be nenggerakkan partlsipasi masyarakat dalam wilayah deéanya 3 :
ce nelaksanakan tugas dari Penerintah dan Pemerintah Daerah s

de melaksanakan tugas dalan rangka porbinaan ketentraman dan ketertiban~
masyarakat desa

\

cs melaksonakon koordinasi jalannya perierintahan, pembangunan dan ponbl-
naan kchidupan maSyarakat didesa ;

f. melaksanokan urusan pemerintahan lainnys yong tidak termasuk dalam tu
ges sesuatu instansi dan tidak termasuk ubusan runah tangga desanya =
sendiri ;

Pasal o

(1) Lembage Musyawarah Desa dalam Susunan Organisasi Pemerintahan Desa . adaloh

sebagai wadah pcrnusynwaratan/ pernufakatan penuka=penuka nasyarakat yang
ada di Desa.

(2) Lembaga Musyawarah Desa nmempunyai tugoes untuk nenyalurkan pendapat riasyae
rakat di Desa dengan nenusyawarahkan sctiap rencana yang diajukan olch =
Kepala Desa sebelum ditetapkan nenjadi Keputusan Desae

(3) Untuk monjalankan tugas scbageimana dinnksud dalan ayat (2), Lembaga Mu =
syawarah Desa nenpunyai fungsi nelaksanakan kegietan musyawarah/ nufakate
daelan rangka penyusunan Keputusan Desae -

Pasal 5,

(1) Ketua Lenbage Musyawarah Desa dijabat olch Kepala Desa karena jabatannya
© dan berkcdudukan scbagai Pinpinan DLenbage Musyawerah Desa nempunyal tu -
gas meminpin nusyawarah/ nufakat dan nempunyai fungsi membina . kelancaran
dan menperhatikan sungguh=sungzuh kenyataan yang hidup dan berkembang dg
lan nasyarekat Desa yanz bersangkutana » :

(2) Apabila Kepola Desa berhalangan/ tidok dapat nelaksanakan tugasnya, Ca =
nat dengan persetujuan Bupati Kepala Daecrah, mennnjuk Pje Kepala -Desa =
bertindak sebagal Ketua Lembagn Musyawarah Deses '

(3) Sckretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karcna =
jabatannya dan kedudukannya scbagai alat pelaksana administrasi, ‘nenpu =
nyai tugas menyiapkan scgala kegiatan nusyawarah/ nufakat dan berfungsie
nelakukan pencatatan dan penyimpanun adninlstrasi yang berhubungan dengan
kegiatan Lenbaga Musyawarah Desa.

(4) Apebila Sckretaris Desa berhalangan/ tidak dapat neclaksanakan tugasnya =
Kepala Desa nenunjuk scorang Kepale Urusan nenjalankan tugas sebagal Se=
kretaris Lembaga Musyawarah Desas

~(5) Anggota Lembaga Musyawarah Desa yang terdiri dari Penuka=penuko nasyara-

kat didesa bertusas uantuk nemperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hi
dup dan berkembang dalan masyarakat desa scria mempunyal fungsi mcnymlur-
kannya dalan Rapat Lembaga Musyawarah Desas

Pasal 6a

(1) Sekretaris Desa berkodudukan scbagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan -
meninpin Sekretariat Desae

(2) Sekretaris Desa nenpunyai tugas nenjalankan admninistrasi pomerinta@an POLlw
bangunan dan kenmasyarakatan di Desa serta nemberikan pelayanan admlnistra-
- tip kepada Kepala Desa.

(3) Untuk nelaksanakon tugas scbagaimana dinsksud dalan ayat (2), Sekretaris =

Desa nenpunyai fungsi :

Qe mcla.ksapakan UrUSallesecsssse -_
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as Meclaksanakan urusan surat monyuLat, kearsipan dan laporan ;

be nelaksanakan urusan kcuangan ;

ce. neclaksanakan adninistrasi pouerintahan,pembangunan dan kehasyarakatan;

de melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepela Desa berha =
langan nelakukan tugasnya.

Pasal _ To ’

(1) KepalavDusun berkedudukan scbasai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalan

wilayah kerjanya.

(2) Kepala Dusun nmenpunyai tugas ncnjalankan kegiatan Kepala Desa dalan kope=
ninpinan Kepala Desa diwilayah koerjoanyae.

(3) Untuk nenjalankan tugas sebageinana dimaksud ‘dalan ayat (2), Kepala Dusun-

menpunyai fungsi

ae. nelaksanakan kegiatan perncrintahan, pembangunan dan kenasyarakatan dan
serta kectentraman dan ketortiban diwileyah kerjanya ;

be reclaksanakan keputusan desa diwilayah kerjanya ;

ce nclaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa .

Pasal B8,

(1) Kepala Urusan berkedudukan scbasai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam -

bidang tugasnya.

(2) Kepala Urusan nenpunyai tugas mehjalankan kegiatan Sckrotaris Desa dalan-
bidangs tugasnyae. ‘ , :

(3) Untuk ncenjalankan tugasnya scbagainana dimeksud dalan ayat (2), Kepala U=
rusan nenpunyai fungsi :
e nelaksanakan kegiatan-kegiatan urusan pembangunan, kesejohtcraan, keus-
_angan dan unum sesuai bidang tugasnya nasing-nasing ;
bs nelaksanakan pelayanan adninistrasi Kepala Desa.

B A D -~ IIT
TATAKERJA PEMERINTAHAN DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 9.
Dalan menyelenggarakan pemerintahan desa,Pemerintah Desa dah Perangkat Desa =

sebagaimana dlnaksuddulam pasal 1 nonerapkan prinsip koordinasi dan 51nkroni-
" sasi. ;

v

Pasal 10,

(1) Dalan menyelcenpggarakan tusas den fungsinya, Kepala Desa :
‘ ae bortangpung=-jawab kepada Bupati Kepala Dacrah nelalui Camat ;
be memberiken keterangan pertangzung-jawaban kepada Lenbaga ilusyawarah De
sa sekurang-kurangnye sctu kali sctahun.

”(2) Dalan nmenyelenggarakan tuses dan fungsinya, Lenbaga'Musyawarﬂh Desa mclék
i sanakan rapat Lenbaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnys satu kali seta -
hun. .

(3) Dalar nenjalankan tugas dan fungsinya Sckretaris Desa bertangsung=jawadb -
kepada Kecpala Desa.

(4) Dalan menjalankan tuzgas danfungsinya Kepala Dusun bcrtanbgung-aawab kepa-
da Kepala Decsa.

(5) Dalan ncnjalankan tugas dan funssinya Kepala Urusan bertangsung=-jawab ko=
pada Sckretaris Desa,

Pasal 11,

Dalan nenjalankan tugas dan kewajilbannya scbazai penanggung=jawab Utama dibie
dang penmbansunan, Kepala Desa dibantu oleh Lambase Ketahanan Masyaraket Desae

BAB-V I eeesescesssese




BAB~IV
KETENTUAN PERALIHAN
~ Pasal 12.

Apabila jumlah Pamong Desa pada saat berlakunya Poraturan Dacrah ini melebihi

. jumlah Poranﬁkat Desa yang diperlukan, untuk pertana kali dinungkihkan sco =

rang Kepala “rusan dibantu olch lcbih dari scoran; Pembantu Kepala Urusane

Pasal 13,
Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini maka senua peraturan yang rengatur rc=-

ngenai Susunan Organisasi dan Tatakcorja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa =

dan ketontuan-ketontuan lainyang bertentangan densan Peoraturan Dacrgh ind di-
nyatakan tidak berlaku, ' ’ . ‘

B AB -V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 144

Hal~=hal lain yang belun diatuxr didalan Peraturan Dacrah ini akan diatur lo -
bih lanjut olch Bupati Kepala Daerah.

Pasal 154

Peraturan Dacrah ini nulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkana

, _ Kebumen, 23 Mei 1981
DEWAM PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN . BUPATI KEPALA DAERAH TIN&KAT II

DAERAH TINGKAT II KEBUMEN KEBUMEN
Wakil Ketua,
ttd.
ttd.
HoMoHANIFUDDIN BJA. ; ~ Drs, DADIJONO JUDOPRAJITNO
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'PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
"' NOMOR : 09 TAHUN 1981 '
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN WATAKERJA PEMERINTAH DESA DAN
PERANGKAT DESA. A , &
/ BAGAN  : ,
_ SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

!
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s amesaes -t KEPALA DESA

'

1

!
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e

A

| LEMBAGA -~ | . " Fra | . |
MUSYAWARAH DESA | , % . . ‘

SELRETARIS DESA

KEPAIA URUSAN l__}—'
l KEPAIA DUSUN P— ‘
T | .
_ Kebuien, 23 Mei 1981,
. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II -
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN KEBUMEN
Wakil Kectua, ) '
ttd. ‘ : . ttd.
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